
BUPATI MERAUKE

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE

NOMOR 19 TAHUN 20T6

TENTANG

PEDOMAN PE],IGENDALIAN GRATIF{KASI DI LINGKUNGAN
PEIVIERI}ITAH KA}SUPATEN MERAUKE

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik. bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Pemerintah Kabupaten Merauke rnelarang menerima hadiah
atau suatu pemberian dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;

bahwa .berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da-larn hun f a, perlu menetapkan peraturan
Bupati Merauke tentang Pedoman pengendalian grafitasi di
Iingkungan Pemerintah ;

Lrndang-Lrndang Nomor L2 Tahun i969 tentang
Fem:entukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten*
Kabupaten otonom di h'opinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nom,or 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Peny'elenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lerr.baran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor gBZ4)
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Und.ang
Nomor 2A Tahun 2OOl (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang Otonomi
Khusus BaS Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indc,nesia Tahun 2001 Nornor tr35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inclonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dr:ngan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
(Len:baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor a88a);

2.

\),

A.+.

5. Undang...
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5'Undang-Un'dangNomor30Tahun2oo2tentangKomisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4250)

sebagaima,a tJhh diubah dengan Undang-undang Nomor

1O Tahun 2015 tentaag Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
peruuahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2oo2

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
MenjaJi LJndang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimbangan Krurngan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah,* Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
ramuarran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523ali

8. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL4 Nonror 224, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa l<ali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintanll
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Gmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur
Sipil Niga-r:a (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54941;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lidonesia Tahun 2008 Nomor !27, Tambahan

l,embaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraS90);

12. Peraturan...
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l2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 7 4 , Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nornor 5153);

13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2072 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2Ol2-2O25 dan Jangka Menengah
Tahun 2072-2014;

14. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaima:na telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Daiam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuanga:z Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Pernberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasr Birokrasi Nomor 52 Tahun zAH tentang
Pedoman Pemba-ngunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wiiayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementenanll*mbaga dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2D14 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan
Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2101) sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06
Tahun 2015 terrtang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Norrror 02 tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pelaporan dan Penetepan Statr:s Gratifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 06117737 ISJ
tanggal 30 Desember 2OI4 tentang Pembentukan Unit
PengendaJ.ian Gratifikasi di iingkungan Pemerintah D aerah

MEMUTUSKAN:

MeNetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERAUKE

BAB I
KETENTIJAN UMUM

1.

Pasal 1

Da-lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal
Daerah adalah Kabupaten Merauke;

16.

t7.

2. Pemerintah.,.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

Penyelen gara Pemerintahan Daerah yang memirnpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom:
3. Bupatr adaiah BuPati Merauke;
4- sekretaris paerJh adalah sekretans Daerah Kabupaten

6.

Merauke;
i;;fi; adatah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

irrtenru il.i bidan; perpajakan daerah sesuai dengan

peraturan Perundang-undan gan ;

Komisi pernberantaslan Korulpsi yang selanjutnya disingkat

KPK adalah lembaga negara yarg inCependen dengan tugas

dan wewenang *.t"tut"t, pernberaltasan tindak pidana

t orrrp*i, yamg iibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korr.rPsi.
SafuanKe{aPerangkatDaera}r,yafigselanjutnyadisingkat
SKPD aarilah Seliretariat, Inspektorat, Badan, Dinas'

Kantor, Eagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Merauke.
Badarr usaha Milik Daerah yar-ig selanjutnya disingkat
BUMD adalah ijacan usaha Milik Daerah yang didirikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dapat
berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas'

Inspektorat adalah SKPD Kabupaten Merauke yang

merupakan utrisulr pengawas penye lenggaraan pemerintahan
daerah.

8.

9.

10.

11.

Unit Pelaksana 'Ieknis yar{g selanjutnya disingkat UPT

ada-lah Unsur pela^Iisana tugas teknis pada Dinas dan Badan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arci luas, yakni ualg,
barang, rabat (discount), kornisi, pinjanT an tanpa bunga,
tiket perjalanan, Iasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengofiatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang

iit"il.*" cli dalam negeri maupun di luar negeri, yang

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa saraJla elektronik.

12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang

berti:juan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi
secara tr,ansparan dan akuntabel rnelalui serangkaian
kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pefterintah;o, - dtrnia usaha dan masyarakat untuk
membenturk lingkuugan pengendalian gratilikasi'

i 3. unit Pengendalian Gratiiikasi Kabupaten Merauke yang

selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Merauke adalah unit
kerja yang bertanggungjawab untuk rnenjalankan funggi
p.t g*t adlrl gtatinmsi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Merauke;

14. pemblri adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok
orang, badan hukum atau lembaga yang rnemberikan
gr*tilika"i kepada penerima gratifikagi'

xS" Formulir Pefaporan Gratifrkasi adalah lembar isian yang

diteta.pkan oteti KPK dalam bentuk elektronik atau non

elektrbnik unfuk melaporkan Pene rimaan Gratifikasi.

16. Peiapor...
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16. Pelapor Gratitrikasi yang setanjutnya disebut Pelapor adalah
pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi
iormulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian
melaporkan kepada KPK atau melalui UPG

17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi
lengkap penerimaan Gratifikasi yar.g dituangkan dalam
Formulir Pelaporan Gratilikasi oleh Pelapor.

18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai
yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya
secara tidak patut.

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian
yang diberlakukan saina dalam ha-l jenis, bentuk,
persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan nremenuhi
prinsip kewa.iaran.

21. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilaj tukar valuta asing
dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata
!c;rs jual dan kurs beli (Kur s Tengah = 

g=trt@) pada

hari tertenfu.

BAB II
MAKSUD,TUJUAN, DAN PzuNSIP

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan r-rntuk memberikan pedoman
kepada Pejabat/Pegawai dalam memaharni, mengendalikan
dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pernerintah Daerah.

(2) Peraturan ini berbujuan:
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

Pejabat,t pegawai tentang gratihkasi;
b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap

ketentuan gratilikasi ;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja .yang
transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah
Daerah;

d. membangun integrltas Pejabat/Pegawai yarrg bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e, meningkatkan kredibiiitas dan kepercayaan publik atas
penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Bagian...
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Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasa-l 3

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang
diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi
Grati{lkasi yang diterima:

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar
penerimaan yang sah;

b. terkait clengan tugas dalam proses penlrLtsunan anggaran
diluar penerimaan yang sah:

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit,
monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar
penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten
Merauke;

e. dalam proses penerimaan / promo si / mutasi
pejabat/pegawai;

f. dalam prosesr komunikasi, negosiasi dan
kegiatan dengan pihak lain terkait dengan
tugas dern kewenangannya;

g. sebagai akibat dari

pelaksanaan
pelaksanaan

perjanjian
kerj asarna/ 1..c i:rrak/ kesepakatan dengan pihak lain ;

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau
setelah proses pengadaan barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi
pegaur ar I pengawas / tamu selama kunjun gan dinas;

j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata,
voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait
dengan pelaksanaan tugas dan kervajibannya dengan
pemberi' graLifikasi yang tidak relevan dengan penugasan
yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan
/ perlakuan pemangku kewenangan

L dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan
dan bertentangan dengan kewajiban/fugas
Pejabat/Pegawai.

{2) setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi
kepada Pegawai Neger:i atau Penyelenggara Negara lainnya
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan
kewajiban atau fugasnya.

(3) Pejabat/Pegawai melaporkan penoiakan gratifikasi
sebagaimerna dimaksud pada ayat (1) kepada UpG di
instansi terkait.

Pasal 4...
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(1)

Pasal 4

Kewajiban penolakan gratilikasi sebagaimana dimaksud
da-lam Pasal 3 ayat (1) dikecuatikan dalam hal:
a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang

diterima;
d. gratifikasi diberikan daiam rangka kegiatan adat istiadat

atau upacara keagamaan; dan/atau
e. adanya kondisi iertentu yang Lidak mungkin ditolak,

yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya-hubungan baik institusi, membahayakan penerima
dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan
Pejabat/Pegawai.

Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena
memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau
kepada KPK meialui UPG.

(2)

(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak
dapat ditotrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima
gratifrkasi wajib melaporkan kepada UPG.

(a) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan,
pejabat/pegawai dan atau UPG dapat menyalurkan
makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti
asuhan, pant jompo, atau tempat penyaluran bantuan
sosial lainnya.

(5) Penyaluran gratifikasi oieh UPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasa-l 5

Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan gratifikasi y^t g
diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal:
a. pemberiart dalam keluarga yaitu kakek/nenek,

bapak/ibu/merfua, suami/istri, anak/menantu, anak
angkat/rvali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakakladiklipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepenLingan;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku
Urnum;

c. pemberian...
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d.

e.

c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penen'l.par"an
dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang
Berlaku Umum;
manfaat dari koperasi,
organisasi yang sejenis
Beriaku Umum;

f.

seminar kit yang berbentuk seperangkat :nodul, alat tutris,
plakat, sertifikat, taS dan pakaian dengan logo atau
informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima
dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau
kegiatan sejenis;
hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan,
periombaan atau kompetisi yang diikuti dengan bra],,a sendiri
dan tidak tcerka-it dengan kedinasan;
penghargaan baik berupa uang atau barang trang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberil.:an
oleh pemerintah sesuai dengan perafuran perunda-ng-
undangan yang berlaku;
hadiah langsung/undian, diskon/rabat, usyeher, point
rewards, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak
terkait keclinasan;
kompensasi atatu honor atas profesi diiuar kegiatan
kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban,
sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan Can Lidak
melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang
bersangkutan;
kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti
honorariu:rn, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang
telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di
instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiaya;rn ganda, tidak terdapat benturan kepentingan,
dan tidak melanggar ketentuan yang beriaku di instansi
penerima;
karangan bunga dengan nilai yang wajar;
pernberian terkait dengan penyelengga-raan pesla
pertunang;an, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis,
khitanan, potong glg, atau upacara adat/agama lainaya
paling beinyak Rp1.000.000,00 (satu juta r,rpiah) per
pernberiarr per orang dalam setiap kegiatan;
bingkisan,/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang
diterima tamu/undangan dalana penyelenggaraan pesta
sebagaimeina dirnaksud pada huruf I paling banvak
Rp1.000.Cr00,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam
setiap kegiatan;
pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang
dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak,
bapak, ibu, mertua, danf aLau menantu penerima gratifikasi
paiing banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
pernberiarr per orang dalam seliap peristiwa;

J.

organisasi kepegawaian atau
berdasarkan kealggoraan yang

ob'

h.

1-
t1'.

1.

m.

n.

p. pemberian...
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pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut,

iensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak
au"* uentut< uang atau alat tukar lainnya paling banyak
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang
dingan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dal; wakfu 1 (satu) tahun dan pemberi yang sama; dan
pemberian sesarna rekan kerja, udak dari bawahan ke

u.t .utt dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling bar:ivak Rp. 200.000,00 (dua ratns ribu rupiah) per
pemUirial-per orang dengan total pemberian paling banyak
i?pl.OOO.O6b,OO (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari
pimberi y€Lng sarna, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan
ke atasan.

Pasal 6

(1) Dalam hai penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 (ayat L,m,n,o,p), bukan dalam bentuk uang, penerimaan
tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat
pemberian.

(2) Da-lam ha1 penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

{ayat l,m,n,o,p), dalam bentuk valuta asing, penerimaan
tersebut dihitung l:rerdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank
Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 7

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

disampaikan secara tertulis mengggnakan sarana elektronik
atau nonclektonik dengan mengisi formulir pelaporan
gratifikasi.

(2) Laporan Graljfikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap
lengkap apabila sekurang-kuraagnya memuat:
a. Nama, NIK, talxggal lahir, alamat lengkap dan nomor yang

bisa dihubungr dari penerima gratifikasi penerima gratifikasi;
b. Nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi;
c. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima.

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diiakukan dengan cara:
a. disampaikzrn kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
b. disampaikar kepada KPK melatui UPG dalam jangka waktu

paling larn,a 7 (tujr.rh) hari kerja sejak Gratifikasi diterirna.

(4) UPG..,
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(4) UPG ] aimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan
laporan yang di kepada KPK dalam jangka waltu 14
(empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima.

(5) KPK menetaplran
waktu 30 (tiga
diterima secara Ie

kepemilikan Gratifikasi dalam jangka
hari ke{a sejak laporan Gratifikasi

staflrs
luh)

gkap.

(1) Pejabat/Pegawai
Suap kepada
dalam bentuk a

(2) Pemberian
saat atau diluar

UNIT PEN

BAB V

ENDALI.AN GRATIFIKASI

Kesatu
Organisasi

BAB TV

GRATIFIKASI

Pasal 8

memberi Gratifikasi Yang Dianggap
Kepentingan dan/atau Pihak Lain

Yang Dianggap Suap dapat terjadi pada
resml.

Su unan

(1)

(2)

(3)

Dalam rangka
dibenLuk UPG

Pasal 9
ksanakan program pengendalian gratifikasi

Untuk memban pelaksanaan tugas UPG dibentuk Selrretariat
UPG yang dipim oleh sekretaris UPG
Susunan Kanggo
dimaksud pada
Kepurusan Bupa

UPG dan Sekretariat UPG sebagairnana
ditetapkan denganayat (2) dan ayat (3)

Pasal 10

fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi
meminta satu orang pegawai.

bertugas
kegiatan

(1) Untuk
Ketua

menl
UPG atas

(2) Pada SKPD di pemerintah yang akan
melakukan sosi gralitikasi dan/atau melaporkan

i di SKPD masing-masing.dan berindikasi

(3) Penetapan,..



(3) Penetapan dar: rlnctan
pada ayat (1) dlitetaPkan

li

ntgas pegawai sebagaimana dimaksud
,lengan KePutusan BuPati'

c.

)u"

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 11

UPG mempunyr:-i tugas beruPa:

a. mempersiaprkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan

kebu.tuhanlainv*gsejenisuntukmendukungpenerapan
pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan

penerimaan d; penolakan Gratifikasi dari Pegawai

Ne geri / PenYelenggara Ne gara;

rneneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;

m.elaporkan rekipitulasi laporan gfatifikasi secara periodik
kepada KPX.;

e, menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan
usuiian kebijaheut p..g".dalian gratifikasi kepada kepala

daerah;

f" melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak
internal daJ} eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah;

h,

melakukan pengelc;laan barang gratifikasi yang menjadi
kewenanga-rr Pemerintah Daerah;

melalrukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian
gratifikasi; dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian
gratifikasi bersama KPK.

Pasal 12

Dalam melzrl<sanakan fugasnya, UPG berkewajiban:
Melakukan pemilahan dan menyalnpaikan laporan trasil
pemilahan tatas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi
kepada KpK zu setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
tvtenyampaikan laporan rekapitulasi penanga-nan dan tindak
lanjut laporan plnerimaan gratif:.kasi yarrg dikelola UPG

kepada KPI( RI;

g
b'

b.

c. Menyampaikan..,
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Menyampaikan laporan rekapitula.si penanganan dan tindak
ianjut laporan penerimaan dan pemberian grati{ikasi kepada

Bupati melalui Inspektorat secara pertodik;
Meiahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK Ri dalam
pelaksanaan pengendalian Gratifrkasi ;

ilIelakukan p"*u.nt urn tindak lanjut atas pernanfaultt,
penerimaan gratilikasi terhadap g:atiiikasi yang dikelcla oleh
Pemerintah Daerah;
Melakukan pengka.jian titik rawan potensi terjadinya
gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
fuelakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi
prograln pengendalian gratifikasi'

Pasal 13

(1) Tertradap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh
Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya
yaitu:
a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan

penyelengga-raan Pemerintah Daerah ; dan / atau
b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau iembaga sosial

lainnya;
c. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
d. Dimusnahkan.

(2) Tindak lanjrnt penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan
formulir yarrg tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan
we\ivenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis
Inspektur [Kabupaten Merauke] selaku ketua UPG.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal i5
(1) Pejabat/pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran

terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada
Inspektorat.

(2) Pejabat/pegawai yang melapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ddemrin kerahasiaannya.

c.

c.
e.

CJb'

h.

Pasal 16...
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Pasal 16

(1) Kepala SKPD bertanggun$awab
pengendalian gratifikasi di SKPD/ UPT,

atas pelaksanaan

(2) Inspektur bertanggung jawab atas pengarfi'asan pelaksanaan
pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah [Daerah].

(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada [Daerah].

Pasal 17
(1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil, (Dewan Pengawas BUMD,

Direksi BUN{D, Pegawai BU}IID), di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Merauke wajib membuat surat pernyataan tentang
penolakan <lan penerimaan gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam
seiahun pa.da akhir bulan juni dan akhir buian Desember
setiap tahu:n.

{'3) Surat pernyataan disampaikan kepada IBUPATI] melalui
Kepala SKPD.

(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tercantum pada Lampiran yang mempakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Pengawasan kepafuhan atas kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD
dengan koordinasi Inspektur.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENGHARG,LA,N

Pasal 18

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan
hukum, ya:itu:

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yal:rg
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objelrLif dan
merugikan peiapor, narnun tidak terbatas pada penurunan
peringkat jabatan, penuninan penilaian kinerja pegawai,
usulan pemindahan fugas/mutasi atau hambatan karir
lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal tirnbul
intimidasi atau ancaman fisik;

c. banfuan
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
erintah Daerah;

(:2)

(3)

(4)

c. bantuan hu
lingkungan

d. kerahasiaan
Setiap Pejatrat
perlindungan
iaporan gra
Setiap Pejabat
perlakuan di
Pejabat/Pegaw
Dalam hal
Pejabat/Pegaw
Pejabat/Pega
atau intansi
perundang-

entitas.
rada Pemerintah Daerah u'ajib memberikan

rdap Pejabat/Pegarvai yaflg menyarnpaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(5) Pelapor meny
IBUPATII me
KPK"

Pasal 19

(1) PejabatlPega yarrg mematuh:. ketentuan pengendalian
menjadi faktor Penambahgratilikasi da t diperhitungkan

kinerja.dalam penilai

(2) Penilaian kine a sebagaimana dimaksud Pada aYat (1) dapat
pegawaidijadikan pe

atau insentif.
bangan da-lam kebijakan Promosi

(3) Pelaksanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada

paikan
i Ketua

pada Pimerintah Daerah dilarang memberi
riminatif atau tindakan yang merugikan
karena melaporkan gratifikasi.
pat ancaman fisik dan/atau psikis kepada

karena metraPorkan gratifikasi,
dapat meminta perlindungan kepada LPSK

yang berwenang berdasarkan peraturan

permohonan secara tertulis kepada
UPG dengan ditembuskan kePada

t (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
peniiaian kinerja dan disiplin kepegawaian

ayat (1) dan a
yang menga
yang berlalau

SANKSI

Pasa-i 20

Peianggaran Yan ditakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap
ketentuan Yang
sesuai dengan J<e

dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi
tuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 2 I

Biaya yang diPerlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan
rJa Daerah (APBD) Kabupaten Merauke'

pada

Anggaran PendaPatan dan Ee

BAB X...



Peraturan BuPati ini mulai be
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BAB X
riETE AN PENUTIIP

Pasal 22

pada tanggal diundangkan,

memerintahkan pengundangan Peraturan
dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI MERAUKE,
cAP/TTD

FREDERIKUS GDB'ZE

ERAUKE TAHUN 20L6 NOMOR 19

Agar setiap ora.ng mengetatruinya
Bupati ini dengan PenemPatannl

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 22 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPA MERAUKE,

CAP/TTD
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN

1.

2.
J.

4.
5.
6.

Gubernur Provinsi PaPua di
Inspektur Frovinsi PaPua di
Ketua DPRD KabuPaten
Para Asisten Sekda Kabu Merauke;
Inspektur KabuPaten Mera

Asset Daerah Kab. Merauke;Kaban. Pengelola. Keuartgan
Yang Bersangkutan.

dengan aslinya
GIAN HUKUM,


